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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah merupakan unsur utama pelaksanaan pelayanan publik kepada 

warga masyarakat. Baik buruknya pelayanan publik yang diterima warga masyarakat 

sangat ditentukan oleh perilaku aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan 

publik. Untuk itu, seluruh aparatur pemerintah yang diberi tugas untuk memberikan 

pelayanan publik kepada mastarakat, sangat dituntut untuk dapat menghayati peran 

dan posisi mereka sebagai pelayan masyarakat yang tidak mencari keuntungan, 

melainkan karena adanya tujuan khusus yang akan diwujudkan dalam pelayanan 

publik, yakni adanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk memahami makna pelayanan, tidak mungkin dipisahkan dari persoalan 

kemaslahatan umum, yang merupakan asal muasal pelayanan. Kepentingan umum 

dikaitkan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, meskipun pada tahap 

perkembangan selanjutnya, pelayanan  juga timbul dari kewajiban sebagai  bentuk  

proses manajemen suatu organisasi. Dalam hal ini, baik bagi setiap organisasi 

pemerintah maupun organisasi swasta, tujuan pelayanannya ditentukan bersamaan 

dengan berdirinya organisasi tersebut. Dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat, aparat pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, 

bersifat terbuka dalam menginformasikan mengenai prosedur dan tata cara pelayanan, 

serta sikap dalam memberikan pelayanan. Karena hal tersebut sangat berpengaruh 
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dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akan berdampak pada kepuasan 

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari aparatur pemerintah. 

Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan rangkaian kegiatan sebagai 

upaya untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan 

pelaksanaan otonomi daerah, otonomi daerah diperlukan untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya 

pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi 

masyarakat. Selain meningkatkan daya saing daerah. Pada hakikatnya, pemberian 

layanan publik merupakan kewajiban pemerintah dan juga sebagai suatu proses 

bantuan kepada mayarakat melalui cara tertentu yang membuhkan kepekaan dan 

bersifat interpersonal untuk mewujudkan kepuasan masyarakat, sebagaimana 

disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

huruf a, yang menyatakan bahwa Negara wajib melayani seluruh warga negara dan 

penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam lingkup pelayanan 

publik. Dengan demikian, pemberian pelayanan publik yang berkualitas merupakan 

tanggungjawab seluruh aparatur pemerintah untuk mewujudkannya. 

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ialah pelayanan dan 

penyaluran bantuan sosial kepada warga masyarakat yang kurang beruntung dari 

aspek ekonomi. Bantuan sosial merupakan wujud tanggungjawab pemerintah untuk 

menekan kesejangan ekonomi yang luas akibat banyaknya permasalahan sosial dan 
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permasalahan ekonomi yang dihadapi warga masyarakat. Bantuan sosia merupakan 

pemberian bantuan dari pemerintah daerah, dan diberikan kepada individu 

masyarakat, keluarga, kelompok dan masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan 

pemerintah bersifat selektif dan tidak secara terus menerus diberikan kepada warga 

masyarakat, tergantung pada kondisi ekonomi masyarakat yang bersangkutan. 

Adapun bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa uang tunai atau 

barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang 

bertujuan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran program dan 

kegiatan pemerintah daerah dengan mengacu pada asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

Desa Tontulow Utara Kecamatan Pinogaluman merupakan salah desa penerima 

bantuan sosial dari pemerintah daerah. Jenis bantuan sosial yang disalurkan 

pemerintah daerah kepada pemerintah Desa Tontulow Utara, yakni bantuan 

ketahanan pangan, berupa obat-obatan pertanian, bantuan kesehatan berupa makanan 

tambahan, seperti makanan dan susu bayi balita, bantuan Program Keluarga Harapan 

(PKH), BLT desa, bantuan pangan non tunai (BPNT). Pemerintah desa Tontulow 

utara sudah berupaya untuk menyalurkan semua bantuan sosial kepada warga 

masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tersebut, namun dalam 

pelaksanaannya masih bantak permasalahan yang muncul dan masih kuran direspon 

oleh pemerintah desa. Hasil wawancara dengan bapak Ismet (Senin, 18 September 

2023) mengatakan bahwa selama ini data terkait penerima bansos masih sering 

diributkan dan pemerintah desa belum meresponnya secara serius. Selama ini, 
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penerima bantuan sosial berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), 

namun sekarang dana bantuan sosial tersebut juga harus disalurkan ke non DTKS, 

sehingga harus dilakukan lagi pengumpulan di tingkat RT dan RW. Permasalahan 

lainnya ialah tumpang tindihnya program bantuan sosial yang diberikan oleh 

pemerintah, sehingga banyak warga masyarakat menginginkan menerima semua 

bantuan sosial tersebu. Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Warni Abas 

(Rabu, 20 September 2023) yang mengatakan bahwa permasalahan dalam penyaluran 

bantuan sosial oleh pemerintah desa ialah menyangkut data, yakni masih terdapat 

penerima bantuan sosial yang sudah meninggal dunia, namun masih tercatat sebagai 

penerima bantuan, masih kurang informai tentang jenis dan mekanisme bantuan 

sosial yang mudah dijangkau oleh warga. 

Permasalahan dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial di Desa Tontulow 

Utara disebabkan karena masih kurang responsivitas pemerintah untuk menanggapi 

informasi yang disampaikan warga masyarakat. Pemerintah harus merespon semua 

aspirasi, harapan dan kebutuhan masyarakatnya karena merupakan salah satu syarat 

suksesnya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Pemerintah desa yang 

responsive merupakan pemerintah desa yang tanggap terhadap permasalahan yang 

timbul dalam pemberian pelayanannya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

Dwiyanto (2016:148) bahwa responsivitas merupakan kemampuan aparatur untuk 

mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta 

mengembangkan program pelayanan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakatnya.  
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Aparatur yang responsive ialah aparatur yang memiliki jiwa pengabdian dan 

masu melayani masyarakat dengan tanpa pamrih. Warga masyarakat berharap agar 

aparatur pemerintah desa  memiliki jiwa pengabdian, mengabdi kepada masyarakat 

dan  dapat diandalkan untuk mengubah citra aparatur yang diminta mengabdi. 

Penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak didasarkan pada pengakuan atau 

penilaian pihak penyedia jasa, melainkan diberikan oleh pelanggan atau penerima 

jasa. Salah satu indikator kualitas pelayanan adalah kepuasan dan persepsi 

pelanggan, yang digambarkan misalnya  dengan ada tidaknya keluhan dari 

pengguna jasa. Hasil  pengukuran mutu akan menjadi dasar untuk membangun 

kebijakan peningkatan mutu yang komprehensif. 

Dari uraian permasalahan di atas membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam lagi lewat suatu penelitian dengan judul: Responsivitas Pemerintah Desa dalam 

Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat di Desa Tontulow Utara 

Kecamatan Pinogaluman Kabupatan Bolaang Mongondow Utara. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana responsivitas pemerintah desa dalam pelayanan penyaluran bantuan 

sosial masyarakat di Desa Tontulow Utara Kecamatan Pinogaluman Kabupatan 

Bolaang Mongondow Utara? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah: 

Untuk mengetahui bagaimana responsivitas pemerintah desa dalam pelayanan 

penyaluran bantuan sosial masyarakat di Desa Tontulow Utara Kecamatan 

Pinogaluman Kabupatan Bolaang Mongondow Utara. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak yakni: 

1. Bagi praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

Kepala Desa Tontulow Utara untuk menumbuhkan responsivitas aparatur 

pemerintah desa dalam memberikan pelayanan penyaluran bantuan sosial kepada 

masyarakat. 

2. Bagi penulis 

a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai responsivitas 

pemerintah desa dan pelayanan penyaluran bantuan sosial. 

b. Merupakan perbandingan antara teori yang diperoleh selama kuliah dengan 

praktek di lapangan yang sebenarnya. 
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3. Untuk pengembangan konsep 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan 

menambah referensi, terutama konsep yang menyangkut responsivitas aparatur 

pemerintah desa dan pelayanan penyaluran bantuan sosial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Goog governance 

Penerapan goodgovernance di sektor publik akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan penerapan good governance di sektor swasta. Memang benar, kebijakan 

publik diperlukan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi 

pemanfaatan peluang dan semangat aksi masyarakat yang efektif. Good governance 

atau tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kesepakatan menyangkut 

pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan 

sektor swasta.  

Good governance dipandang sebagai paradigma baru menjadi ciri yang perlu 

ada dalam sistem administrasi publik. Menurut Sedarmayanti (2007:2), secara lebih 

luas, tata kelola didefinisikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan 

masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Tata kelola mencakup 3 (tiga) bidang, 

yaitu negara (state/pemerintah), sektor swasta (private sector/business), dan 

masyarakat (society). Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang baik di sektor 

publik diartikan sebagai suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang 

melibatkan para pemangku kepentingan, melibatkan berbagai kegiatan ekonomi, 

kebijakan sosial, dan penggunaan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, 

keuangan, dan sumber daya manusia, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

dengan mengikuti prinsip: keadilan, kewajaran, kesetaraan, efisiensi, transparansi dan 

akuntabilitas. 



9 

 

Adisasmita (2016:22) percaya bahwa pemerintahan memiliki tiga zona 

penyangga: ekonomi, sosial dan administratif. Tata kelola ekonomi mencakup proses 

pengambilan keputusan  yang memfasilitasi aktivitas ekonomi nasional dan interaksi 

di antara para pengelola ekonomi. Tata kelola ekonomi mempunyai implikasi 

terhadap pemerataan, kemiskinan dan kualitas hidup (mencapai pemerataan, 

mengurangi kemiskinan dan menciptakan kualitas hidup yang lebih baik). Tata kelola 

pemerintahan adalah proses pengambilan keputusan untuk mengembangkan 

kebijakan. Tata kelola administratif adalah suatu sistem untuk menjalankan proses 

politik. Oleh karena itu, lembaga pemerintahan meliputi tiga lingkup, yaitu negara 

(state atau pemerintah), swasta (swasta atau dunia usaha), dan masyarakat (society), 

yang masing-masing saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. 

Instansi pemerintah berfungsi untuk menciptakan lingkungan politik dan hukum yang 

kondusif, sektor swasta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, sedangkan 

masyarakat berperan aktif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan sosial, politik, 

termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. kegiatan. 

Kemudian menurut Effendi dalam Surjadi (2009:19) pemerintah dan tata kelola 

seringkali dianggap memiliki arti yang sama, yaitu cara kekuasaan dijalankan dalam 

suatu organisasi, lembaga, atau negara. Pemerintah juga merupakan nama yang 

diberikan kepada badan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di suatu negara. 
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Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis 

untuk memulai pengembangan good governance. Menurut Dwiyanto (2016:20) 

mengatakan bahwa pertimbangan tersebut adalah: 

1. Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara yang diwakili oleh 

pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Dalam ranah 

ini terjadi pergumulan yang sangat intensif antara pemerintah dengan warganya. 

Buruknya praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat 

dirasakan oleh warga dan masyarakat luas. Ini berarti jika terjadi perubahan yang 

signifikan pada ranah pelayanan publik dengan sendirinya dapat dirasakan 

manfaatnya secara langsung oleh warga dan masyarakat luas. 

2. Pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek good governance dapat 

diartikulasikan secara relatif lebih mudah. Aspek kelembagaan yang selama ini 

sering dijadikan rujukan dalam menilai praktik governance dapat dengan mudah 

dinilai dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik. 

3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. Pemerintah 

sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki 

kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Pelayanan publik 

menjadi memiliki high stake dan menjadi pertaruhan yang penting bagi ketiga 

unsur governance tersebut, karena baik dan buruknya praktik pelayanan publik 

sangat berpengaruh terhadap ketiganya. Nasib sebuah pemerintahan, baik di pusat 

maupun daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan  mereka dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang baik. Keberhasilan sebuah rezim dan 
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penguasa dalam membangun legitimasi kekuasaan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan mereka dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik dan 

memuaskan warga. 

Karakteristik atau prinsip yang perlu dihormati dan dikembangkan dalam 

praktik pemerintahan yang baik (good governance) yang ditetapkan oleh UNDP 

(1997) antara lain: 

1. Berpartisipasi: 

 

Setiap orang atau anggota masyarakat,  laki-laki dan perempuan, mempunyai hak 

suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung 

maupun melalui organisasi perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi 

masing-masing. 

2. Tanggung jawab:  

Para pengambil keputusan di sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil harus 

bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan.Aturan hukum: 

Kerangka  hukum dan undang-undang harus adil, diterapkan dan dihormati 

sepenuhnya, terutama ketentuan hukum terkait hak asasi manusia. 

3. Aturan hukum 

Aturan hukum yang dibuat harus memenuhi rasa keadilan dan dilaksanakan 

secara taat tanpa pandang bulu, terutama aturan hokum dan perundangan terkait 

hak asasi manusia. 
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4. Transparansi: 

Transparansi harus dibangun dalam konteks arus informasi yang bebas. 

Informasi harus dapat dimengerti dan dikendalikan. 

5. Reaktivitas: 

Setiap wawasan dan proses harus diarahkan pada upaya  melayani berbagai pihak 

yang berkepentingan (stakeholder). 

6. Instruksi konsensus: 

Pemerintahan yang baik akan menjadi perantara bagi banyak kepentingan yang 

berbeda untuk mencapai konsensus atau peluang terbaik bagi kepentingan yang 

berbeda untuk mencapai konsensus atau peluang terbaik bagi kepentingan 

masing-masing pihak, serta berbagai kebijakan dan prosedur yang akan 

ditetapkan oleh pemerintah. . 

7. Modal pemilik (owner's capital): 

Pemerintahan yang baik akan memberikan peluang yang baik bagi laki-laki dan 

perempuan dalam upayanya meningkatkan kualitas hidup.  

8. Efektivitas dan efisiensi: 

Setiap  kegiatan dan proses suatu organisasi ditujukan untuk menciptakan sesuatu 

yang benar-benar memenuhi suatu kebutuhan melalui pemanfaatan  sebaik-

baiknya  berbagai sumber daya yang tersedia. 
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9. Visi Strategis: 

Para pemimpin dan masyarakat mempunyai visi jangka panjang yang luas 

mengenai pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta menyadari 

perlunya pembangunan tersebut. 

Tata pemerintahan yang baik adalah kinerja politik, ekonomi dan administrasi 

dalam pengelolaan urusan nasional. Penyelenggaraan dilaksanakan secara efektif dan 

efisien, memenuhi kebutuhan rakyat, dalam suasana demokrasi, akuntabilitas dan 

transparansi (Santosa, 2009:86). Oleh karena itu, pemerintahan yang baik adalah 

pemerintahan yang baik baik proses maupun  hasilnya. Komponen-komponen 

Pemerintah pada umumnya berjalan secara terpadu, tanpa konflik satu sama lain, 

dengan dukungan rakyat dan peran serta seluruh komponen dalam membangun 

kebijakan publik, menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan, kesejahteraan 

masyarakat, dan terciptanya masyarakat madani. 

 

2.2. Konsep responsivitas 

Salah satu elemen untuk perwujudan good governance ialah daya tanggap 

aparatur birokrasi atau responsivitas. Rensponsivitas digunakan untuk mengukur daya 

tanggap birokrasi terhadap aspirasi, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat 

selaku pengguna jasa pelayanan publik. Responsitas juga merupakan brntuk 

tanggapam da kerelaan penyedia pelayanan  untuk membantu memberikan 

pertolongan kepada masyarakat melalui aktivitas pelayanan. 
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Menurut Tangkilisan (2015), responsivitas/daya tanggap mengacu pada 

keterhubungan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan 

masyarakat. Daya tanggap termasuk dalam salah satu indikator kinerja karena daya 

tanggap menggambarkan secara langsung kemampuan badan publik dalam 

menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Rendahnya daya tanggap ditunjukkan dengan adanya ketidaksesuaian antara layanan 

dan kebutuhan masyarakat. 

Responsivitas/daya tanggap juga merujuk pada keterhubungan antara program 

dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan 

demikian, daya tanggap sangat penting dalam pelayanan publik karena  merupakan 

bukti kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Menurut 

Ratminto dan Winarsih, 2018:180-181), daya tanggap merupakan kemampuan 

penyedia dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menetapkan program dan 

prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa 

responsiveness ini mengukur kemampuan penyedia jasa dalam menanggapi harapan, 

keinginan, aspirasi dan kebutuhan pelanggan. 

Selanjutnya Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2017:90), menyatakan bahwa 

salah satu dimensi yang menentukan kualitas pelayanan adalah daya tanggap. Daya 

tanggap merupakan kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan 

memberikan pelayanan tepat waktu. Daya tanggap, sebagai  indikator layanan, 
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mengacu pada kemampuan perangkat untuk merespons kebutuhan mereka yang 

membutuhkan layanan yang ditentukan secara hukum. 

Rendahnya daya tanggap diwujudkan dengan adanya ketidaksesuaian antara 

pelayanan yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan kegagalan 

suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan misinya. Daya tanggap atau 

responsiveness merupakan kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi kebutuhan 

masyarakat, menentukan prioritasnya, dan mengembangkannya ke dalam berbagai 

program pelayanan. Responsiveness mengukur seberapa responsif suatu organisasi 

terhadap harapan, keinginan, aspirasi dan kebutuhan pengguna jasa. (Dwiyanto, 

2016:148). Disiai lain, Siagian (2016) dalam pembahasannya mengenai teori 

pengembangan organisasi mengindikasikan bahwa responsivitas menyangkut 

kemampuan aparatur dalam menghadapi dan mengatisipasi aspirasi biru, 

perkembangan bari, tuntutan baru dan, dan pengetahuan  

Daya tanggap merupakan wujud kemampuan pemerintah dalam memberikan 

pelayanan. Daya tanggap adalah indikator kinerja yang berorientasi pada proses. 

Daya tanggap dijadikan model dalam indikator kinerja karena dapat menggambarkan 

secara langsung  kemampuan suatu badan publik dalam mencapai visi dan tujuannya 

(terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat). 

 

2.3. Indikator responsivitas 

Zeithamal dkk dalam Hardiansyah (2018:46) menjelaskan beberapa indikator 

responsivitas, yakni:  
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a) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan.  

Responsivitas aparatur dapat dilihat dari niat baik aparatur pemberi pelayanan 

untuk menanggapi atau merespon semua permintaan pelayanan oleh masyarakat 

dengan cara menanyakan tentang pelayanan apa yang mereka butuhkan, memberikan 

informasi tentang persyaratan pelayanan, dan semua informasi terkait 

pelayanan.Indikator ini juga mencakup sikap dan komunikasi yang baik yang 

diberikan aparatur selaku pemberi pelayanan. Setiap warga masyarakat memiliki 

karakter yang berbeda, untuk itu aparatur yang bertugas harus tau cara bersikap dan 

melakukan komunikasi yang santun. Berkomunikasi dengan sikap baik disini seperti 

keramahan, kesopanan dan keadilan aparatur pemberi pelayanan kepada warga 

masyarakat. Cara berkomunikasi aparatur yang baik dan ramah dari aparatur yang 

bertugas, akan membuat warga masyarakat merasa puas dan akan merasa mendapat 

pelayanan yang baik, yang pada akhirnya masyarakat akan mudah menerima, 

mengerti, dan memahami informasi yang disampaikan oleh aparatur prmberi 

pelayanan. 

b) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat.  

Pelayanan yang cepat diberikan oleh aparatur yang bertugas sangat berkaitan 

dengan kesigapan dan ketulusan penyedia pelayanan dalam menjawab pertanyaan dan 

memenuhi permintaan masyarakat. Kesigapan itu sendiri berkaitan dengan cepat 

dalam bertindak yang disertai dengan semangat yang besar. Aparatur yang sigap 
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dalam bekerja berarti ialah aparatur yang melakukan pekerjaan dengan tangkas dan 

cepat dalam mengambil tindakan dan penuh dengan semangat kerja. Selain itu, 

kesigapan aparatur juga berarti bahwa aparatur yang bertugas juga memiliki 

ketulusan. Ketulusan dalam memberikan pelayanan berarti aparatur yang 

bersangkutan akan mencurahkan segenap hati dan jiwa untuk sebuah pekerjaan 

sehingga akan memberikan manfaat pada masyarakat. Ketulusan dalam bekerja juga 

merupakan kunci dalam menilai setiap hasil kerja aparatur. 

c) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 

Aparatur yang melakukan pelayanan dengan tepat berarti pelayanan yang 

diberikan aparatur yang bersangkutan sesuai dengan harapan dan keinginan 

masyarakat penerima layanan, sehingga masyarakat tidak merasa dirugukan atas 

pelayanan yang diterimanya. Indikator ketepatan pelayanan merupakan pelayanan 

yang diberikan harus sesuai dengan prosedur pelayanan dan aparatur melakukan 

pelayanan dengan tepat biaya (kalau ada pembayaran). Pelayana yang sesuai prosedur 

berarti pelayanan yang telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) 

pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga akan menekan tingkat kesalahan dalam 

pemberian pelayanan dan tidak pula terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan 

hak setiap pelanggan. Lemudian, pada indikator ini terdapat ketepatan waktu 

pelayanan yang diberikan. Waktu yang tepat berarti pelaksanaan pelayanan kepada 

masyarakat atau masyarakat yang melapor dapat diselesaikan dalam waktu yang telah 

ditentukan atau tidak mengulur waktu dalam melayani warga masyarakat. 
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d) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 

Keakuratan pegawai dalam pemberian pelayanan sangat penting untuk 

menghindari kesalahan yang dapat merugikan  masyarakat. Melayani dengan hati-hati 

artinya pemberi layanan harus selalu fokus dan serius dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, baik dalam bekerja maupun dalam berkomunikasi. Perangkat 

yang selalu fokus pada pekerjaannya akan menentukan hasil kerja perangkat tersebut, 

karena dengan fokus pada pekerjaannya maka pekerjaan akan lebih cepat dan efisien. 

Konsentrasi sangat diperlukan dalam bekerja karena  konsentrasi dan kemauan yang 

tinggi  dapat mendatangkan hasil kerja yang terbaik. 

e) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 

Aparatur yang melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat sangat berkaitan 

dengan tingkat kedisiplinan aparatur yang bertugas pada waktu masuk dan pulang 

kantor dan waktu kerja. Waktu masuk dan pulang kantor berkaitan dengan jam mulai 

masuk dan bertugas aparatus sampai pulang, harus sesuai dengan ketentuan yang 

disepakati bersama, sehingga warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak 

menunggu ketika jam pelayanan sudah dimulai. Adapun ketepatan jam kerja ialah 

kesediaan aparatur untuk mematuhi jam pada waktu bekerja dan memaksimalkan 

waktu, dan kapan beristirahat. Aparatur tidak boleh meninggalkan kantor apabila 

masih jam kerja, kecuali mendapat tugas dari pimpinan yang terpaksa harus 

meninggalkan kantor.  
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f)    Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. 

Indikator ini menghendaki aparatur yang bertugas harus merespon dengan baik 

semua keluhan yang disampaikan oleh warga masyarakat, dan kemudian 

menindaklanjuti kepada pimpinannya. Untuk orgnisasi pemberi pelayanan sebaiknya 

menyediakan unit khusus yang diberi tugas untuk menerima keluhan masyarakat 

terkait pelayanan yang diterimanya. Hal ini untuk memudahkan warga masyarakat 

untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka, dan juga merupakan wujud 

peningkatan partisipasi warga masyarakat dalam pelayanan publik. 

 

2.4. Pelayanan Publik 

Penyediaan pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan 

oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Organisasi publik (pemerintah) pada 

dasarnya merupakan institusi yang berkewajiban memberikan pelayanan masyarakat, 

baik berupa pelayanan yang bersifat langsung diberikan kepada masyarakat maupun 

pelayanan yang dinikmati masyarakat secara tidak langsung. Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa 

pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhan  pelayanan yang ditentukan oleh undang-undang bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh  

pelayanan publik.  

Menurut Kasmir (2017:47), pelayanan adalah tindakan atau tindakan individu 

atau  organisasi yang memberikan kepuasan kepada pelanggan, rekan kerja serta 
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manajer layanan dan penyedia layanan dukungan pelanggan. Pada hakikatnya 

pelayanan  dapat diartikan sebagai kegiatan individu, kelompok atau organisasi, baik 

langsung maupun tidak langsung, untuk memuaskan suatu kebutuhan. Hamba artinya 

memberikan pelayanan yang diperlukan kepada masyarakat dalam segala bidang. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari tugas dan fungsi 

lembaga tata usaha negara. 

Menurut Afandi (2018:43) Pelayanan publik pada hakikatnya ialah pemberian 

pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas pegawai negeri sipil sebagai 

pegawai negeri. Kualitas pelayanan publik yang diberikan diharapkan  semakin 

meningkat. Selanjutnya Afandi (2018:43) berpendapat bahwa untuk meningkatkan 

mutu pelayanan publik perlu memperhatikan komponen-komponen pelayanan, 

khususnya: 

a) Proses pelayanan. Proses pelayanan yang terstandarisasi bagi penyedia dan 

penerima layanan, termasuk pengaduan. 

b) Waktu penyelesaian. Waktu pemrosesan ditentukan sejak  permohonan 

sampai selesai, termasuk pengajuan banding. 

c) Biaya layanan. Biaya layanan mencakup rincian yang ditentukan selama 

proses pemberian layanan. 

d) Produk dan layanan. Produk dan jasa serta hasil pelayanan  akan diterima 

sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. 

e) Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana harus disediakan sepenuhnya 

oleh penyedia layanan publik.  
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f) Kapasitas penyedia layanan. Kompetensi penyedia layanan perlu ditentukan 

secara tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

 

Menurut Sunarno (2016:7), penyelenggaraan layanan publik, berdasarkan jenis 

pelayanan yang disediakan dapat dibagi menjadi: 

1. Pelayanan publik yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama 

antara pemerintah dan swasta, akan tetapi kewajiban utama tetap ada di 

pemerintah. Contoh: pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, dan lain-

lain. 

2. Pelayanan publik  hanya dapat diatur oleh pemerintah yang umumnya  lebih 

bersifat regulasi. Misalnya  berbagai bentuk pelayanan perizinan 

Keputusan Menpan nomor 81 Tahun 1993 dalam Riduwan (2018:242) 

mengutarakan bahwa pelayanan umum harus mengandung unsur-unsur sebagai 

berikut : 

a. Hak dan kewajiban penyedia layanan publik dan penerima manfaat harus 

diketahui secara jelas dan tegas oleh masing-masing pihak. 

b. Pengaturan setiap jenis pelayanan publik harus sesuai dengan  kebutuhan dan 

kemampuan membayar masyarakat  berdasarkan  peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi. 
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c. Kualitas proses dan hasil pelayanan publik harus diupayakan untuk menjamin 

keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat 

dipertahankan. 

d. Apabila pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah terkait, maka 

instansi pemerintah terkait tersebut harus memberikan kesempatan partisipasi 

masyarakat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.5. Penyaluran bantuan sosial 

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan  secara berkala dan selektif dalam 

bentuk uang/barang kepada suatu masyarakat  untuk meningkatkan kesejahteraannya. 

Dalam pemberian bantuan sosial, baik pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan 

sosial maupun masyarakat/organisasi masyarakat sebagai penerima bantuan sosial 

mempunyai kewajiban akuntabilitas atas bantuan sosial sesuai bagiannya, 

berdasarkan peraturan yang berlaku.(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). 

Bantuan sosial di daerah pada awalnya  secara umum diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bantuan Sosial adalah pemberian 
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bantuan  secara berkala dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada suatu 

masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraannya. 

Dukungan sosial (bansos) diberikan kepada masyarakat yang menghadapi 

risiko sosial. Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang. 

Padahal, aturan mengenai bantuan sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perlindungan Sosial. Menurut undang-undang, 

bantuan sosial adalah bantuan dalam bentuk uang, barang, dan jasa kepada individu, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat yang miskin, mempunyai keadaan sulit dan/atau 

rentan terhadap risiko sosial. Pemahaman tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Alokasi Bantuan Sosial Nontunai. 

Tujuan dari bantuan sosial, sesuai dengan namanya, bantuan sosial adalah 

untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan risiko sosial. Tujuannya 

adalah: 

a) Rehabilitasi Sosial. Bantuan sosial bertujuan untuk memulihkan dan 

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar 

dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. 

b) Perlindungan sosial. Tujuan selanjutnya adalah  mencegah dan mengelola risiko 

terkait guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, dan kelompok 

masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidup mereka sesuai dengan kebutuhan 

dasar minimum.  
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c) Pemberdayaan sosial. Bantuan sosial juga bertujuan untuk pemberdayaan sosial, 

yaitu memungkinkan seseorang atau sekelompok orang yang mengalami 

permasalahan sosial  mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

d) Jaminan sosial. Bantuan sosial, yang juga dikenal sebagai jaminan sosial, adalah 

sebuah sistem yang dilembagakan yang menjamin bahwa penerima bantuan  dapat 

memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak. 

e) Pengentasan kemiskinan. Tujuan bantuan sosial adalah untuk mengentaskan 

kelaparan dan mengentaskan kemiskinan, yang berarti bantuan sosial adalah 

kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan bagi perorangan, 

keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai 

sarana. hidup dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan manusia. 

f) Penanggulangan bencana alam. Pada akhirnya, pemberian bantuan sosial untuk 

penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya pemulihan. 

 

2.6. Kerangka konsep 

Responsivitas merupakan salah satu prinsip dari kepemerintahan yang baik, 

artinya bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, maka prinsip 

responsivitas aparatur dalam pemberian pelayanan penyaluran bantuan sosial, yang 

merupakan salah satu bagian dari pelayanan publik, harus diterapkan oleh aparatur 

pemberi pelayanan. Dengan demikian dapat dikatakabn bahwa responsivitas dapat 

dikatakan bahwa responsivitas aparatur pemberi pelayanan dapat mengukur daya 

tanggap birokrasi pelayanan terhadap aspirasi, harapan dan tuntutan masyarakat 
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selaku pengguna jasa. Penelitian ini akan meneliti tentang responsivitas pemerintah 

desa dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial masyarakat. Untuk mengkaji 

responsivitas pemerintah desa digunakan pendapat Zeithamal dkk dalam Hardiansyah 

(2018:46) yang mengatakan bahwa indikator responsivitas, adalah:  

a) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan.  

b) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat.  

c) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 

d) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat.  

e) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 

f) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Untuk itu, kerangka konsep dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. Kerangkan konsep 
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BAB III 

OBYEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka 

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah responsivitas pemerintah desa dalam 

pelayanan penyaluran bantuan sosial masyarakat di Desa Tontulow Utara Kecamatan 

Pinogaluman Kabupatan Bolaang Mongondow Utara. Adapun waktu yang diperlukan 

untuk penyelesaian penelitian ini adalah selama tiga bulan. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupatan Bolaang Mongondow Utara. 

Pemilihan tempat penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupatan 

Bolaang Mongondow Utara merupakan kabupataen pecahan yang terus berupaya 

untuk mewujudkan good governance. Dalam melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan, Kabupatan Bolaang Mongondow Utara terus 

berupaya agar pemerintah desa dan kelurahan yang merupakan ujung tombak 

pelayanan publik di tingkat bawah, agar bersikap responsive terhadap semua 

permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan 

pembangunan tersebut, sehingga semua permasalahan dapat dicarikan jalan keluar 

terbaik untuk mewujudkan pemerintahan desa dan kelurahan yang baik. 
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3.2.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, di mana metode deskriptif merupakan penelitian yang 

menggambarkan secara umum tentang obyek penelitian. Menurut Sugiyono (2017:1) 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian ini adalah responsivitas pemerintah desa dalam 

pelayanan penyaluran bantuan sosial masyarakat di Desa Tontulow Utara Kecamatan 

Pinogaluman Kabupatan Bolaang Mongondow Utara. 

Zeithamal dkk dalam Hardiansyah (2018:46) menjelaskan beberapa indikator 

responsivitas, yakni:  

a) Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan. 

ialah aparatur pemberi pelayanan menanggapi atau merespon semua 

permintaan pelayanan oleh masyarakat dengan cara menanyakan tentang 

pelayanan apa yang mereka butuhkan. 

b) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat ialah kesigapan dan 

ketulusan penyedia pelayanan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi 

permintaan masyarakat.  



29 

 

c) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat ialah pelayanan yang 

diberikan aparatur yang bersangkutan sesuai dengan harapan dan keinginan 

masyarakat penerima layanan, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan 

atas pelayanan yang diterimanya.  

d) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat ialah dalam pemberian 

pelayanan tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan warga masyarakat, 

dimana aparatur bersungguh-sungguh dalam pemberian pelayanan kepada 

masyarakat, baik dalam pekerjaan ataupun melakukan pembicaraan. 

e) Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat ialah 

aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat sangat berkaitan 

dengan tingkat kedisiplinan aparatur yang bertugas pada waktu masuk dan 

pulang kantor dan waktu kerja. 

f) Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas ialah aparatur yang bertugas 

merespon dengan baik semua keluhan yang disampaikan oleh warga 

masyarakat, dan kemudian menindaklanjuti kepada pimpinannya. Untuk 

orgnisasi pemberi pelayanan sebaiknya menyediakan unit khusus yang diberi 

tugas untuk menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan yang 

diterimanya.  

3.4 Informan Penelitian 

Informan ialah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi 

sumber data dalam suatu penelitian (nara sumber). Pada penelitian ini, penentuan 

informan menggunakan purposive sampling, yaitu penentuan informan secara 
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sengaja, yakni mereka yang dianggap memahmi kegiatan penyaluran bantuan sosial, 

sehungga yang menjadi informan ialah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan 

kegiatan penyaluran bantuan sosial di Desa Tontulow Utara, yakni: 

a) Kepala desa 

b) Tokoh masyarakat 

c) Warga masyarakat 3 orang. 

 

3.5 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para informan di lokasi 

penelitian melalui kegiatan wawancara tentang responsivitas pemerintah desa 

dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial. 

2. Data sekunder, yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang 

dianggap relevan dengan fokus penelitian, dan dianggap dapat mendukung 

hasil penelitian. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Metode interview (wawancara) 

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan tujuan 

mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang responsivitas pemerintah desa dalam 

pelayanan penyaluran bantuan sosial. Yang dimaksud dengan metode wawancara 
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adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

lisan kepada sumber data dan juga memberikan jawaban secara lisan pula. 

2. Metode observasi  

Observasi atau kegiatan pengamatan adalah suatu metode untuk melihat 

bagaimana  peristiwa, peristiwa, dan kejadian tertentu terjadi. Observasi memberikan 

gambaran rinci tentang kegiatan program, proses, dan peserta. Menurut pendapat 

Arikunto, metode observasi atau yang disebut dengan pengamatan meliputi, kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap kejadian dengan menggunakan metode observasi 

(Nawawi, 2006:204). 

3. Metode dokumentasi 

Disamping observasi dan wawancara, para penelitia kualitatif dapat juga 

menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Apabila 

tersedia, dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau informasi untuk 

penelitian. Berdasarkan pendapat di atas bahwa yang dimaksud dengan metode 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dan mencari dokumen-

dokumen tentang penyaluran bantuan sosial. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2017:91) Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

pada saat proses pengumpulan data  dan setelah pengumpulan data selesai dalam 

jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti  melakukan analisis terhadap 

jawaban responden. Jika jawaban yang diperoleh setelah dianalisis tampak kurang 
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memuaskan,  peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga pada tahap tertentu 

memperoleh data yang dianggap dapat diandalkan. Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2017:91) menyarankan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan dilanjutkan terus menerus hingga selesai, sehingga datanya  

jenuh. Kegiatan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, visualisasi data, 

dan verifikasi kesimpulan/kesimpulan 

a. Pengumpulan data 

Data yang diperoleh dari  wawancara, observasi, dan dokumen kemudian dicatat 

oleh peneliti ke dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskripsi 

dan refleksi. Catatan deskriptif adalah catatan yang bersifat alamiah, khusus catatan 

tentang apa yang peneliti lihat, dengar, lihat dan alami sendiri  tanpa  pendapat dan 

penafsiran  peneliti tentang fenomena yang dialami. Catatan reflektif merupakan 

catatan yang memuat kesan, komentar, pendapat dan penafsiran peneliti terhadap 

hasil yang ditemukan dan merupakan unsur penting bagi rencana pengumpulan data 

pada tahap selanjutnya. 

b. Data reduction 

Jumlah data yang dikumpulkan di lokasi kejadian cukup besar sehingga harus 

dicatat secara cermat dan detail. Artinya, semakin lama seorang peneliti berada di 

lapangan, maka jumlah datanya akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu analisis 

data harus segera dilakukan dengan cara reduksi data. Reduksi data berarti 

mengumpulkan data, menyaring elemen-elemen kunci, memusatkan perhatian pada 

faktor-faktor penting, dan mencari tema dan pola. 



33 

 

 

c. Data display 

Setelah data direduksi,  langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam 

penelitian kuantitatif,  data ini dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, dll. 

Melalui penyajian data ini, data diorganisasikan dan disusun dalam model relasional 

sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan 

lain-lain. 

d. Conclusion drawing/verification 

Langkah ketiga  analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2017:99) menarik kesimpulan dan memverifikasi. Kesimpulan awal yang 

dicapai masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti kuat  

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang diambil 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang masuk akal dan konsisten ketika 

peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

diambil merupakan kesimpulan yang dapat diandalkan. . 
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Untuk kebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 3.1 Model interaktif 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

4.1.1 Sejarah desa 

Dalam sejarah Desa bahwa Desa Tontulow Utara adalah hasil pemekeran dari 

Desa Tontulow yang pada awalnya merupakan kebutuhan dari seluruh masyarakat. 

Desa Tontulow yang didasarkan pada suatu cita-cita besar untuk mempercepat proses 

pembangunan di segala bidang. Cita- cita besar segenap masyarakat ini kemudian 

oleh sangadi Tontulow pada saat itu menjadi latar belakang di bentuknya panitia 

pemekeran Desa tepat pada tahun 2007 dengan susunan panitia: 

Ketua  : Ajis Alhasni 

Wakil Ketua : Haidir Olii 

Sekretaris : Abd Wahab Husain 

Bendahara : Muhtar Blongkod 

Cita-Cita ini kemudian terwujud pada tahun 2008. Tepatnya pada tanggal 23 

Oktober 2008 dilantiklah pejabat sementara sangadi Tontulow Utara, Bspak Ajis 

Alhasni. 

 

4.1.2 Tugas pokok dan fungsi 

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, dibentuk struktur organisasi 

pemerintah Desa Tontulow Utara, yaitu: 
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I. Kepala desa 

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin 

penyelenggaraan pemerintah desa. 

2. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa,pembinaan 

kemasyarakatan desa,dan pemberdayaan masyarakat desa. 

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (2).kepala desa 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 

a) Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, 

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, 

administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; 

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 

perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan; 

c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 

masyarakat, parisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 

keagamaan,dan ketenagakerjaan; 

d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 

masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda,olahraga, dan karang taruna; 

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 

lainnya. 
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II. Sekretaris desa 

1. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan secretariat desa. 

2. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi 

pemerintahan. 

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksyd pada ayat (2), 

sekretaris desa mempunyai fungsi: 

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti naskah,administrasi surat 

menyurat,arsip,dan ekspedisi. 

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, 

penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan 

rapat,pengadministrasian aset, inventarisasi,perjalanan dinas, dan 

pelayanan umum. 

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan  administrasi keuangan, 

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi 

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, 

perangkat Desa, BPD, dan lembaga  pemerintahan desa Lainnya. 

d) Melaksanakan Urusan perencanaan seperti menyusun rencanan anggaran 

pendapatan dan belanja desa,menginventarisir data-data dalam rangka 

pembangunan,melakukan monitoring dan evaluasi program,serta 

penyusunan laporan. 

e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas 

sekretaris desa atau sesuai dengan keputusan kepala desa. 
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f) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala desa dan Pemerintah 

yang lebih tinggi. 

III. Kepala urusan keuangan 

1. Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unusur staf secretariat. 

2. Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

3. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunya fungsi: 

a) Pengurusan administrasi keuangan desa: 

b) Pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa 

c) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa  

d) Melaksanakan administrasi penghasilan kepala desa  

e) Melaksanakan administrasi penghasilan perangkat desa 

f) Melaksanakan administrasi penghasilan BPD 

g) Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga pemerintahan desa lainya 

h) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan. 

IV. Kepala urusan perencanaan 

1. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf secretariat. 

2. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan. 

a) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi: 

b) Mengkordinasikan urusan perencanaan desa;  
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c) Menyusun RAPBDes; 

d) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa;    

e) Melakukan Monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa: 

f) Menyusun Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan 

Rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa): 

g)  Menyusun laporan kegiatan desa  

h) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan 

V. Kepala seksi pelayanan 

1. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di 

bidang kesejahteraan. 

2. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana 

tugas operasional di bidang pelayanan. 

3. Untuk melaksanakan  tugas kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi: 

4. Melaksanakan penyuluhan  dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat desa: 

a) Meningkatanya upaya partisipasi masyarakat desa: 

b) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa: 

c) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya,keagamaan dan ketenaga 

kerjaan masyarakat desa: 

d) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk: 

e) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian: 

f) Melaksanakan pembangunan sarana dan dan prasarana perdesaan: 
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g) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan: 

h) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan: 

VI. Kepala dusun 

1. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayaan yang 

bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 

dusun memiliki fungsi: 

a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban,pelaksanaan upaya perlindungan 

masyarakat,mobilitas kependudkan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

b) Mengawasi pelaksanaan  pembangunan di wilayahnya. 

c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkunganya. 

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 

kelancaran penyelanggaan pemerintahan dan pembangunan. 

e) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala desa 

VII. Kepala seksi kesejahteraan 

1. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di 

bidang kesejahteraan. 

2. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana 

tugas operasional di bidang kesejahteraan. 

3. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan mempunya fungsi: 
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a) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial 

budaya: 

b) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

ekonomi: 

c) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

politik 

d) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

lingkungan hidup; 

e) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

pemberdayaan keluarga; 

f) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 

pemuda,olahraga dan  dan karang taruna: 

g) Melaksanakan Tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

VIII. Kepala urusan umum 

1. Kepala urusan umum berkedudkan sebagai unsur staf secretariat. 

2. Kepala urusan  umum bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas –tugas pemerintahan. 

3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan 

4. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi: 

a) Melaksanakan urusan  ketatausahaan seperti tata naskah dinas: 

b) Melaksanakan  administrasi surat menyurat; 

c) Melaksanakan aspirasi dan ekspedisi pemerintah desa 
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d) Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa; 

e) Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor 

f) Penyiapan rapat-rapat 

g) Pengadministrasian aset desa; 

h) Pengadministrasian inventarisasi desa; 

i) Pengadministrasian perjalanan dinas 

j) Melaksanakan pelayanan umum 

IX. Kepala seksi pemerintahan 

1. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di 

bidang pemerintahan. 

2. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana 

tugas operasional di bidang pemerintahan. 

3. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunya fungsi: 

a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa; 

b) Menyusun rancangan regulasi desa; 

c) Melaksanakan  pembinaan masalah pertanahan; 

d) Melaksanakan pembinaan ketemtraman dan ketertiban masyarakat desa; 

e) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa 

f) Melaksanakan pembinaan masalah kependudkan; 

g) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa; 

h) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa 

i) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan. 
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4.2 Hasil penelitian 

Aparatur pemerintah desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberian 

pelayanan publik kepada masyarakat, haruslah memiliki daya tanggap atau 

responsitas, dimana setiap aparatur pemerintahn dapat mengidentifikasi lebih awal 

apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat dan memberikan pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi kalau jasa berupa pemberian pelayanan 

tersebut menyangkut pelayanan penyanluran bantuan sosial kepada masyarakat, tentu 

sangat dituntut responsivitas atau daya tanggap seluruh aparatur pemerintah desa. 

Dalam penyaluran bantuan sosial di Desa Tontulow Utara, peran pemerintah 

sangat penting karena pemerintah desa merupakan penanggungjawab utama dalam 

penyeluran bantuan sosial tersebut. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat membuat 

aturan dan kebijakan terkait penyaluran bantuan sosial di desanya. Dalam penyaluran 

bantuan sosial kepada masyarakat, pemerintah desa dapat mengambil peran dalam 

melakukan pemantauan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Olehnya itu, 

daya tanggap atau responsivitas pemerintah desa sangat diharapkan  agar penyaluran 

bantuan sosial dapat tepat sasaran. Untuk mengkaji responsivitas pemerintah desa 

dalam penelitian ini digunakan pendapat Zeithamal dkk dalam Hardiansyah 

(2018:46), yakni:  

4.2.1 Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan 

Dalam aspek pertama ini, aparatur pemerintah harus dapat merespon dengan 

baik dan cermat, semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan yang 
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berhubungan dengan bantuan sosial. Semua warga masyarakat pasti mengharapkan 

agar pemerintah desa memiliki daya tanggap, agar semua kebutuhan masyarakat 

dapat terpenuhi dan dapat memberikan kepuasan berdasarkan kesesuaian dengan 

harapan dan kenyataan yang diterima warga masyarakat. Berikut informasi yang 

diberikan informan tentang respon aparat desa kepada masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa tentang yang dilakukan 

aparatur desa jika warga masyarakat datang ke kantor desa karena membutuhkan 

pelayanan, kepala desa mengatakan: 

“Pada saat jam pelayanan dibuka, otomatis pelayananya juga dibuka. Apabila 

ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, maka begitu warga tiba di kantor desa 

segera dilayani aparatur desa, dan apabila ada keperluan khusus kepada kepala desa, 

maka aparatur desa segera menginformasikan ke kepala desa, jika ada pelayanan 

lainya itu langsung dilayani aparat desa yang berada di kantor desa tanpa ada 

intervensi ataupun marah atau kurangnya respon dari aparat desa” (wawancara 

dengan bapak Ajis Alhasni (Kepala Desa Tontulow Utara), Kamis 12 Oktober 2023). 

Hal sama disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat, ketika ditanyakan hal 

sama, beliau mengatakan bahwa: 

“Kalau selama ini pelayanan di Desa Tontulouw Utara sudah baik, tidak seperti 

desa lain dalam pengurusan administrasi kependudukan, misalnya pembuatan Kartu 

Keluarga (KK) atau KTP, itukan pemerintah langsung yang mengurusnya bukan lagi 

masyarakat yang bersangkutan, kalau di desa lain itu itu pemerintahanya hanya 
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mengeluarkan surat keterangan kemudian masyarakat sendiri yang pergi ke 

Disdkcapil, itu kelebihan Desa Tontulow Utara ini segala pelayanan diberikan secara 

maksimal” (wawancara dengan tokoh masyarakat, Nasution Djou Kamis 26 Oktober 

2023). 

Kemudian hasil wawancara dengan warga masyarakat tentang hal sama, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Iya, sejauh ini saya ketika ada keperluan di kantor desa, begitu tiba langsung 

di tanyakan ada yang bisa kami bantu, tapi terkadang ada aparat desa tidak secara 

langsung menyapa kepada saya, namun pelayanan tetap dijalankan ketika ada yang 

saya perlukan di kantor desa. Hanya menjadi masalah bagi saya, terkadang pegawai 

yang harus melayani saya, biasanya belum ada di kantor desa sehingga saya harus 

menunggu cukup lama, dan setelah aparatur tersebut datang, baru kemudian saya 

dilayani” (wawancara dengan masyarakat, Miranti Blongkod Jum’at 20 Oktober 

2023). 

Dan hasil wawancara dengan warga masyarakat masih tentang hal sama, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Iya, Aparat desa menanyakan ada keperluan apa, ada yang bisa dibantu, ketika 

saya datang ke kantor desa, dan pelayanan aparat desa sudah bagus menurut saya. 

Adapun yang biasanya saya lama menunggu karena aparat desa yang bertugas pada 

hari tersebut belum datang ke kantor. Persoalan ini menurut saya yang harus 

ditekankan oleh kepala desa agar aparatur desa disiplin terhadap waktu kerja, karena 
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saya selaku warga masyarakat juga ada keperluan lain untuk dilaksanakan” 

(wawancara dengan masyarakat, Safril Tuladenggi Kamis 19 Oktober 2023). 

Berdasarkan hasl wawancara dengan beberapa informan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa aparatur desa sudah memiliki respon yang baik ketika warga 

masyarakat datang ke kantor desa untuk dilayani dengan menanyakan keperluan 

warga masyarakat tersebut, sehingga tidak terjadi ketidakpedulian oleh aparatur desa 

sebagai pihak yang memberi pelayanan kepada masyarakat selaku penerima 

pelayanan. Namun, responsivitas aparatur desa untuk disiplin terhadap waktu 

pelayanan kepada warga masyarakat masih kurang maksimal. 

 

4.2.2 Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat 

Pemberian pelayanan yang cepat dalam penyaluran bantuan sosial, sangat 

berkaitan dengan sikap, perilaku kerja dan keterampilan aparatur dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Sikap, perilaku kerja, dan keterampilan kerja aparatur 

terhadap pekerjaannya mencerminkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan dalam pekerjaan, serta harapan-harapan terhadap pengalaman masa 

depan. Pendidikan dan pengalaman aparatur desa sangat menentukan kemampuan 

kerja dari aparatur yang bersangkutan  

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa tentang cara aparatur 

melakukan pelayanan dengan cepat dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi 

permintaan masyarakat, kepala desa mengatakan: 
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“Saya selaku kepala desa selalu menginstruksikan kepada aparatur desa untuk 

mempercepat pelayanan karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, sehingga 

masyarakat yang memerlukan pelayanan dapat dilayani dengan cepat. Untuk 

mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara aparat desa langsung 

memenuhi layanan yang diperlukan masyakat, contohnya apabila ada masyarakat 

yang ingin di buatkan surat, itu langsung dikerjakan aparat desa saat itu juga, karena 

persoalan pelayanan ini kami selalu siap dan cepat untuk menanggapi keluhan 

masyarakat, dan itu selalu saya tegaskan kepada aparat-aparat desa” (wawancara 

dengan bapak Ajis Alhasni (wawancara dengan Ajis Alhasni (Kepala Desa Tontulow 

Utara), Kamis 12 Oktober 2023). 

Kemudian peneliti menanyakan kepada tokoh masyarakat mengenai hal sama, 

beliau mengatakan: 

“Cara cepat yang dilakukan aparat ketika ada masyarakat memerlukan bantuan 

layanan berupa permasalahan, yakni melakukan musyawarah seperti di dalam 

keluarga, misalnya sengketa tanah keluarga yang tidak bisa dilakukan secara 

kekeluargaan, kemudian salah satu keluarga datang melapor ke aparat desa untuk 

mencari solusi atau menangani permasalahan keluarga, biar tidak berkepanjangan 

masalah keluarga itu, sehingga segala muswararah dan pertimbangan-pertimbangan 

yang dilakukan kedua pihak keluarga dan aparat desa ini bisa melahirkan satu titik 

temu yang disepakati kedua pihak keluarga” (wawancara dengan Taib Abdullah, 

seorang tokoh masyarakat, Minggu 15 Oktober 2023). 
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Selanjutnya, hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat lain, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Menurut saya, kalau mau memberikan pelayanan dengan cepat, jangan harus 

menunggu di kantor desa saja. Seharusnya, masyarakat di desa ini dibikin berjenjang  

ada dasawisma, kepala dusun, supaya semua masalah itu dapat terakomodir karena 

disetiap dusun ada namanya dasawisma, misalnya di dasawisma itu terdapat  sepuluh 

rumah tangga ada persoalan, itu langsung diketahui oleh ketua dasawisma kemudian 

disampaikan ke kepala dusun, dari kadus disampaikan ke kepala desa, jadi 

penanganan masalah itu bukan saja ditunggu di kantor desa, tapi berjenjang dari 

bawah mengetahui ketua dasawisma, kepela dusuun dan seluruh kebutuhan keluhan 

kepentingan masyarakat itu dapat diketahui secara berjenjang” (wawancara dengan 

tokoh masyarakat, Nasution Djou Kamis 26 Oktober 2023). 

Selanjutnya, peneliti menanyakan hal yang sama kepada warga masyarakat, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Tidak semua pertanyaan dan permintaan dapat dilayani dengan cepat. 

Biasanya kalau mengenai pelayanan surat, biasanya dijawab dengan cepat. Dan pada 

saat itupun ketika sudah ditanyakan, saya menjawab dan sudah diarahkan ke aparat 

desa yang membuat surat itu, bahkan kalau dimintai tanda tangan langsung di bawah 

ke kepala desa. Tapi kalau pelayanan mengenai surat akta tanah, nama-nama 

penerima bantuan sosial, biasanya tidak dijawab, dan saya diminta menunggu 

sekertaris desa atau kepala desa” (wawancara dengan masyarakat, Andre Ilahude 

Rabu 25 Oktober 2023). 
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Adapun, hasil wawancara dengan warga masyarakat lain, dengan pertanyaan 

yang sama, beliau mengatakan bahwa: 

“Iya Alhamdulillah segala keperluan yang dibutuhkan di kantor desa, sudah  

direspon cepat oleh pemerintah, tapi kadangkala respon aparat lambat, tapi bukan 

berarti aparat tidak meresponnya, namun lebih kearah pengambilan keputusan itu 

supaya lebih efektif” (wawancara dengan masyarakat, Safril Tuladenggi Kamis 19 

Oktober 2023). 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat desa sudah melakukan 

pelayanan dengan cepat, baik dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan memenuhi 

permintaan masyarakat. Namun, informasi yang diberikan oleh masyarakat, bahwa 

ada jenis pelayanan yang agak lambat direspon oleh aparat desa, seperti pelayanan 

mengenai surat akta tanah, nama-nama penerima bantuan sosial, biasanya tidak 

dijawab, dan saya diminta menunggu sekertaris desa atau kepala desa. Di samping 

itu, pengambilan keputusan dalam pelayanan juga agak lambat dilakukan oleh 

aparatur desa. 

 

4.2.3 Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat 

Aspek responsivitas ini menghendaki aparatur dapat bekerja secara efektif dan 

efisien dalam penyaliran bantuan sosial, agar tepat waktu dan tepat sasaran. Kualitas 

pelayanan abantuan sosial akan terlihat dari kesesuaian pelayanan yang diterima 

masyarakat dengan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat tersebut. 

Pelayanan bantuan sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penerima 
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bantuan, dan sasaran dari pelayanan tersebut ialah kepuasan masyarakat. Meskipun 

sasaran itu sederhana, namun pencapaiannya memerlukan kesungguhan dan syarat-

syarat yang seringkali tidak mudah untuk dilakukan. 

Hasil wawancara dengan kepala desa tentang cara cara aparatur desa melakukan 

pelayanan dengan cermat, kepala desa mengatakan: 

“Semua fasilitas pelayanan sudah siap di kantor desa, begitu masyarakat datang 

melaporkan keperluanya langsung direspon oleh aparat desa, apabila ada masyarakat 

ingin dibuatkan surat itu, langsung ditangani aparat desa, karena semua data file surat 

sudah tersedia di laptop aparat desa, bahkan hanya di Desa Tontulouw Utara semua 

KTP masyarakat dikumpulkan, kemudian di foto copy dan diarsipkan untuk 

mempermudah atau mempercepat pelayanan apabila ada masyarakat yang lupa 

membawa KTP” (wawancara dengan bapak Ajis Alhasni (wawancara dengan Ajis 

Alhasni (Kepala Desa Tontulow Utara), Kamis 12 Oktober 2023). 

Topik yang sama, peneliti menanyakan kepada tokoh masyarakat, beliau 

mengatakan: 

“Pelayanan yang cermat dilakukan aparat desa sesuai prosedur aturan dalam 

pelayanan, misalkan pada saat pelayanan bantuan sosial masyarakat, yang wajib 

menerima bantuan itu harus sesuai prosedur yang notabenenya mempunyai 

kekurangan dalam perekonomian, sehingga aparat itu teliti dan bertanggung jawab 

dalam melakukan pelayanan” (wawancara dengan Taib Abdullah, seorang tokoh 

masyarakat, Minggu 15 Oktober 2023). 
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Dan, hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat lain, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Sesuai dengan kondisi persoalan apa yang ditangani, tentu aparat desa itu 

semua tugas pokok dan fungsinya sudah dibagi, jadi kalau berkaitan dengan 

persoalan pelayanan kemasyarakatan, ada aparat yang membidangi bagian pelayanan, 

jadi pelayanan itu terstruktur dan sesuai prosedur. Dengan demikian aparatur bekerja 

dengan cermat karena semua disesuaikan dengan prosedur pelayanan” (wawancara 

dengan tokoh masyarakat, Nasution Djou Kamis 26 Oktober 2023). 

Kemudian, peneliti menanyakan hal yang sama kepada warga masyarakat lain, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Menurut saya, aparat desa sudah bekerja dengan tepat dan cermat yang 

didasarkan pada persyaratan dan ketentuan prosedur pelayanan yang ada. Tetapi 

menurut saya, aparatur juga seharusnya lebih teliti lagi pada hal-hal yang terkait 

persyaratan warga masyarakat yang termasuk warga yang berhak menerima bantuan, 

maksudnya kalau ada nama warga yang dimasukkan sebagai calon penerima bantuan, 

namun sebenarnya tidak layak, maka sebaiknya aparatur desa melakukan konfirmasi 

kepada kepala desa” (wawancara dengan masyarakat, Andre Ilahude Rabu 25 

Oktober 2023). 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa aparat desa sudah melakukan pelayanan 

dengan tepat sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Namun untuk 

pelayanan lain, seperti pelayanan warga masyarakat yang termasuk warga yang 
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berhak menerima bantuan, kalau tidak layak, maka sebaiknya aparatur desa harus 

lebih teliti lagi, agar bantuan sosial memang tepat sasaran. 

 

4.2.4 Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat 

Kecermatan aparatur desa dalam penyaluran bantuan sosial sangat berkaitan 

dengan banyak hal, namun yang terutama kecermatan terkait dengan kecermatan 

dalam melakukan distribusi penyaluran bantuan sosial, baik dari aspek waktu, proses 

dan ketepatan bantuan sosial tiba di masyarakat yang berhak menerima. Aparatur 

yang memiliki kecermatan dalam bekerja, tentunya memiliki kesanggupan atau 

kecakapan, untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk 

meningkatkan kinerjanya. Suatu pekerjaan misalnya akan terselesaikan dengan 

adanya kreatifitas dan kepuasan atas hasilnya akan baik dalam hal kegunaan maupun 

dalam waktu penyelesaiannya. Singkatnya, kecermatan aparatur dapat memberikan 

rasa kepuasan dan keberhasilan bagi aparatur, baik sebagai individu ataupun 

kelompok. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa tentang cara aparatur desa 

melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, kepala desa mengatakan: 

“Aparatur masuk kantor itu jam 8 pagi, begitu masuk meraka langsung 

melakukan pelayanan, artinya begini, persoalan pelayanan ini kepada masyarakat 

sudah tidak ada yang sulit di zaman teknologi, semua mudah, gampang dan cepat. 

Jadi segala bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat itu terselesaikan dengan 
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waktu yang tepat” (wawancara dengan bapak Ajis Alhasni (wawancara dengan Ajis 

Alhasni (Kepala Desa Tontulow Utara), Kamis 12 Oktober 2023). 

Kemudian, peneliti menanyakan kepada tokoh masyarakat, mengenai topik 

yang sama, beliau mengatakan: 

“Terkadang aparat juga memiliki kesibukan lain dalam menjalankan tugas di 

kantor desa, sehingga aparat desa terkadang tidak dapat merespon cepat keluhan 

masyarakat yang datang membutuhkan pelayanan. Tetapi aparat juga menerima 

setiap keluhan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang untuk mengadu, 

namun dengan batas waktu yang ditentukan oleh aparat supaya pelayanan terhadap 

masyarakat tetap berjalan walaupun ada kesibukan lain” (wawancara dengan Taib 

Abdullah, seorang tokoh masyarakat, Minggu 15 Oktober 2023). 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat lain, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Datang tepat waktu di kantor, dan aktif menanyakan ke kepala dusun tentang 

masalah warganya, artinya tidak menunggu persoalan yang dilaporkan, jadi secara 

efisien waktu masyarakat punya masalah sudah dapat diketahui karena seperti yang di 

katakan barusan, masyarakat yang berjenjang terstruktur ada dasawisama, kepala 

dusun, jadi persoalan itu cepat dapat diketahui dan diselesaikan” (wawancara dengan 

tokoh masyarakat, Nasution Djou Kamis 26 Oktober 2023). 

Dan, peneliti selanjutnya menanyakan hal yang sama kepada warga masyarakat 

lain, beliau mengatakan bahwa: 
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“Iya, Alhamdulillah selama ini saya membuat surat tidak terjadi kesalahan dan 

sesuai data-data identitas saya. Di samping itu, apabila setelah melayani permintaan 

masyarakat, aparatur desa meminta kepada warga yang membutuhkan pelayanan 

untuk memeriksa hasil kerjanya, apakah terdapat kesalahan atau tidak” (wawancara 

dengan masyarakat, Andre Ilahude Rabu 25 Oktober 2023). 

Adapun, hasil wawancara dengan warga masyarakat tentang hal sama, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Aparat desa itu walaupun mereka teliti dalam pelayanan, tapi kadang ada 

beberapa kesalahan sedikit dan itu tidak merugikan saya pribadi. Aparat desa menurut 

saya sudah berusaha bekerja dengan cermat, untuk itu mereka selalu minta 

masyarakat membaca dulu hasil kerjanya kalau sudah selesai, agar tidak ada 

komplain dari warga” (wawancara dengan masyarakat, Miranti Blongkod Jum’at 20 

Oktober 2023). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas aparat 

desa sudah melakukan pelayanan dengan cermat, artinya dalam pemberian pelayanan 

tidak terjadi kesalahan  yang dapat merugikan warga masyarakat. Di samping itu, 

aparatur desa yang melayani masyarakat selalu meminta masyarakat untuk melihat 

atau membaca hasil kerjanya, agar kalau terdapat kesalahan segera diperbaiki, 

sehingga warga masyarakat tidak perlu bolak-balik kantor desa, hanya karena 

kesalahan kecil (salah ketik). 
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4.2.5 Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat 

Aspek ini menghendaki agar aparatur memiliki daya tanggap, yakni 

memberikan pelayanan terkait penyaluran bantuan sosial dengan tepat waktu. Hal ini 

tentunya berkaitan dengan tingkat kedisiplinan aparatur desa. Terwujudnya disiplin 

kerja aparatur yang mantap terutama bagi aparatur desa merupakan suatu kebutuhan 

yang sangat mendesak, dan sebagai salah satu prasyarat utama bagi peningkatan 

kualitas aparatur yang bersangkutan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya penyaluran 

bantuan sosial,  kaitannya dengan pelayanan terhadap masyarakat sangat tergantung 

pada kedisiplinan, kreativitas dan kinerja aparatur desa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa tentang aparatur desa yang 

bertugas merespon dengan baik semua keluhan yang disampaikan masyarakat, kepala 

desa mengatakan: 

“Kalau masyarakat punya keluhan-keluhan, maka biasanya masyarakat 

melaporkan lewat BPD dari BPD kemudian menyampaikan ke saya (kepala desa) 

keluhan masyarakat. Biasanya juga keluhan masyarakat itu disampaikan ke aparat 

desa yang ada, tapi keluhan masyarakat itu belum langsung diambil tindakan oleh 

aparat desa, aparat desa mengkoordinasikan dulu ke pimpinan, tapi kalau bisa 

ditangani oleh aparat segera diselesaikan oleh aparat desa” (wawancara dengan bapak 

Ajis Alhasni (wawancara dengan Ajis Alhasni (Kepala Desa Tontulow Utara), Kamis 

12 Oktober 2023). 

Peneliti juga menanyakan kepada tokoh masyarakat, mengenai topik yang 

sama, beliau mengatakan: 
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“Respon pemerintah itu baik apabila ada masyarakat datang untuk 

mengeluhkan apa yang dibutuhkan masyarakat, karena tugas daripada aparat itu 

adalah menjadi pelayan bagi masyarakat, sekalipun ada pekerjaan pribadi, tetap harus 

mengutamakan masyarakat yang datang memerlukan bantuan di desa. Dan hal itu 

yang selalu kepala desa tegaskan disetiap rapat dengan pimpinan dan aparat desa 

lainya, sekalipun dia oposisi terhadap pemerintah” (wawancara dengan Taib 

Abdullah, seorang tokoh masyarakat, Minggu 15 Oktober 2023). 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat lain, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Saya lihat mereka cukup disiplin, masalah disiplin kerja aparat desa itu ada, 

karena dalam pekerjaan sebagai aparat desa itu 1x24 jam bentuk pelayananya, dan 

bukan saja dalam jam kantor melakukan pelayanan, jadi setiap aparat desa itu harus 

siap apabila ada keluhan dari masyarakat” (wawancara dengan tokoh masyarakat, 

Nasution Djou Kamis 26 Oktober 2023). 

Kemudian, peneliti selanjutnya menanyakan hal yang sama kepada warga 

masyarakat, beliau mengatakan bahwa: 

“Pada waktu itu saya datang ke kantor desa untuk meminta pelayanan 

pembuatan surat, saat itu juga langsung dibuatkan suratnya. Setelah surat tersebut 

selesai, kemudian ditanda tangani saya sudah pergi, dan sudah tidak tau lagi apakah 

aparat desa masuk dan pulang pada waktu yang tepat, karna saya datang atas dasar 

membuat surat itu” (wawancara dengan masyarakat, Andre Ilahude Rabu 25 Oktober 

2023). 
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Adapun, hasil wawancara dengan warga masyarakat lain, dengan pertanyaan 

yang sama, beliau mengatakan bahwa: 

“Sebelumnya aparat desa juga ada yang tidak disiplin waktu, namun sekarang-

sekarang ini menurut pengamatan saya walaupun tidak sering mengamati sudah ada 

perubahan dalam disiplin waktu, sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat tepat 

waktu. Dan mengenai kedisiplinan aparatur tentang masuk dan pulang kantor, 

menurut saya tidak semua aparatur desa mematuhi aturan tersebut, dimana ada 

aparatur yang datang kantor terlambat dan ada juga pulang terlalu cepat” (wawancara 

dengan masyarakat, Safril Tuladenggi Kamis 19 Oktober 2023). 

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan dapat simpulkan bahwa 

aparatur desa sudah melakukan pelayanan dengan tepat waktu, namun tingkat 

kedisiplinan aparatur yang bertugas pada waktu masuk dan pulang kantor dan waktu 

kerja masih kurang maksimal, artinya masih ada aparatur desa yang kurang mematuhi 

waktu masuk dan pulang kantor. Hal ini tentunya akan berdampak kurang baik pada 

efektivitas kerja aparatur desa. 

 

4.2.6 Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas 

Dalam penyaluran bantuan sosial, pemerintah desa harus dapat merespon 

keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat tentang pelayanan bantuan sosial 

merupakan salah bentuk partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Keluhan 

masyarakat dapat dijadikan sebagai masukan informasi untuk memperbaiki aspek 

pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, Untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa 
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keluhan mereka didengar oleh pemerintah desa, sebaiknya pemerintah desa 

menyediakan satu unit khusus yang ditugaskan untuk menampung segala keluhan 

warga masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa tentang aparat desa 

menindaklanjuti kepada pimpinanya (kepala desa) apabila ada keluhan, kepala desa 

mengatakan: 

“Iya, begitu ada keluhan masyarakat, aparat desa langsung menyampaikan ke 

kepala desa, kemudian saya menyampaikan ke aparat laksanakan dengan cara seperti 

ini, kemudian langsung mereka (aparat desa) bertindak karena aparat masih 

koordinasi dengan pimpinan dan meminta petunjuk atau arahan” (wawancara dengan 

bapak Ajis Alhasni (wawancara dengan Ajis Alhasni (Kepala Desa Tontulow Utara), 

Kamis 12 Oktober 2023). 

Kemudian, peneliti juga menanyakan kepada tokoh masyarakat, mengenai topik 

yang sama, beliau mengatakan: 

“Iya, harus itu, dikoordinasikan kepada pimpinan setiap segala bentuk keluhan 

masyarakat. Kemudian, nantinya pimpinan yang memutuskan apa yang tidak bisa 

aparatur desa putuskan. Proses tindak lanjutnya ialah menampung segala aspirasi 

masyarakat, kemudian dikoordinasikan kepada pimpinan, nanti kepala desa yang 

memutuskan apa yang menjadi keluhan masyarakat” (wawancara dengan Taib 

Abdullah, seorang tokoh masyarakat, Minggu 15 Oktober 2023). 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat lain, beliau 

mengatakan bahwa: 
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“Ketika ada laporan ke dasawisma dan tidak bisa diselesaikan oleh dasawisma, 

langkah selanjuntya dilaporkan ke kepala dusun, dan kepala dusun punya tugas untuk 

menyelesaikan masalah yang mumcul di wilayah dusunya, dan apabila tidak bisa 

diselesaikan oleh kepala dusun, maka dilaporkan ke kepala desa (sangadi)” 

(wawancara dengan tokoh masyarakat, Nasution Djou Kamis 26 Oktober 2023). 

Disisi lain, hasil wawancara peneliti dengan warga masyarakat lain, dengan 

pertanyaan yang sama, beliau mengatakan bahwa: 

“Kadang keluhan ini tidak terespon dengan baik, karena melihat dalam 

pengalaman saya pada tahun 2007-2010. Kadangkala tidak terespon dengan baik itu 

dikarenakan ada sedikitnya anggaran, yang dimana bahwa keinginan dari masyarakat 

itu banyak, namun dengan anggaran yang sedikit sehingga pemerintah desa kurang 

merespon keinginan masyarakat. Adapun keluhan-keluhan lain yang bisa diwujudkan 

kepada masyarakat, itu aparat desa membantu menindaklanjuti kepada pemerintah 

desa. Adapun terkait unit yang menangani pengaduan atau keluhan masyarakat, atau 

kotak saran, sampai saat ini belum disediakan oleh pemerintah desa” (wawancara 

dengan masyarakat, Safril Tuladenggi Kamis 19 Oktober 2023). 

Selanjutnya, hasil wawancara dengan warga masyarakat tentang hal sama, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Setiap keluhan masyarakat direspon oleh petugas aparat desa dan kepala desa, 

namun ada saja keluhan-keluhan yang tidak di respon, artinya direspon hanya sebagai 

saran tapi tidak dengan tindakan, contohnya ada sekelompok anak muda yang 

mengeluh persoalan lapangan sepak bola dan itu hanya direspon begitu saja, tapi 
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pembangunannya tidak ada dan itu saya rasa kepala desa paham persoalan itu karena 

keluhan-keluhan itu di sampaikan disetiap musyawarah desa, bahkan keluhan itu 

disampaikan diluar jam kerja aparat desa. Dan pemerintah desa sampai sekarang 

belum merespon pembentukan unit yang khusus menangani aduan masyarakat” 

(wawancara dengan masyarakat, Miranti Blongkod Jum’at 20 Oktober 2023). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua keluhan masyarakat 

direspon oleh petugas aparat desa dan pemerintah desa, dimana pemerintah desa 

biasanya menerima keluhan hanya sebagai saran saja, dan tidak diwujudkan dengan 

tindakan nyata. Di samping itu, pemerintah desa sampai sekarang juga belum 

memberntuk unit khusus yang bertugas untuk meresepon semua aduan atau keluhan 

yang disampaikan oleh warga masyarakat. 

 

4.3 Pembahasan 

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah desa merupakan kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat desa, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk 

kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk 

kegiatan pelayanan publik. Di tingkat desa, kegitan tersebut dilaksanakan oleh 

pemerintah desa dan aparaturnya yang bertugas melaksanakan tindakan atau 
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serangkaian tindakan pelayanan publik kepada masyarakat desa. Dalam pelaksanaan 

pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian 

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat 

dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah desa dan aparaturnya harus 

memiliki daya tanggap atau responsivitas yang tinggi. 

Responsivitas atau daya tanggap aparatur Desa Tontulow Utara dalam 

penyaluran bantuan sosial akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah desa. Kalau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa sudah ada, 

berarti hal tersebut menandakan bahwa pemerintah desa memiliki kinerja yang baik 

dalam penyaluran bantuan sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukrisno (2010) 

yang mengatakan bahwa responsivitas menjadi salah satu indikator dalam kinerja, 

dikarenakan responsivitas secara langsung menunjukkan kemampuan sebuah 

organisasi publik didalam menjalankan misi serta tujuannya, terlebih dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Untuk itu, semua aparatur desa berkewajiban untuk menyelenggarakan 

pelayanan secara prima. Dengan melaksanakan prinsip pelayanan yang sederhana, 

cepat, dan transparan, serta tidak diskriminatif merupakan aspek responsivitas. 

masyatakat tidak hanya menginginkan pelayanan publik yang lebih efisien, dan 

memuaskan, tetapi juga mengharapkan perilaku administrasi publik yang lebih 

responsive dan mencerminkan kepatutan (fairness), keseimbangan etika dan kearifan 
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(good judgment). Tuntutan yang gencar dilakukan oleh masyarakat kepada 

pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah seharusnya direspon oleh 

pemerintah dengan melakukan perubahan- perubahan yang terarah dengan semakin 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik di desa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tontulow Utara sudah 

memiliki responsivitas dalam Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat. Hal 

tersebut dapat diketahui bahwa dari semua indikator yang digunakan untuk melihat 

responsivitas pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial, sudah dilaksanakan, 

walaupun belum maksimal. Kemampuan merespon kebutuhan masyarakat merupakan 

salah satu tolok ukur untuk melihat bagaimana daya tanggap aparatur desa dalam 

memberikan pelayanan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa aparatur desa sudah memiliki respon yang baik 

dalam merespon kebutuhan warga masayakat terkait penyaluran bantuan sosial yang 

mereka terima. Daya tanggap atau responsivitas merupakan salah satu bagian penting 

dari kepemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki peran penting 

dalam upaya mengenali apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat. Dengan 

mengenali apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka aparatur desa dapat 

menyusun agenda dan apa yang menjadi prioritas dalam pelayanan penyaluran 

bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Dwiyanto (2016), responsivitas 

mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta 

tuntutan pengguna jasa. Organisasi yang memilki repsonsivitas rendah dengan 

sendirinya memilki kinerja pelayanan yang jelek juga. 
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Aspek yang lain dari responsivitas yakni pelayanan yang cepat. Hasil penelitian 

menujukkan bahwa aparatur desa sudah melakukan pelayanan dengan cepat, baik 

dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan memenuhi permintaan masyarakat. 

Namun, masih lambat dalam hal pengambilan keputusan dalam pelayanan. Trigono 

dalam Hardiyansyah (2018:94), mengatakan bahwa bahwa pelayanan yang terbaik 

yaitu melayani setiap saat, secara tepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan 

menolong serta profesional. Berkualitas mempunyai arti memuaskan pada yang 

dilayani, baik internal maupun eksternal dalam arti optimal atas pemenuhan atas 

tuntutan/persyaratan pelanggan masyarakat. Pada kenyataannya, apabila aparatur desa 

memberikan pelayanan penyaluran bantuan sosial dengan cepat, berarti aparatur 

tersebut sudah memiliki responsivitas atau kepedulian kepada masyarakat yang 

dilayaninya, sebagaimana dikatakan oleh Tjiptono dalam Annas (2017:93) bahwa 

responsivitas (daya tanggap) merupakan keinginan para staf untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. 

Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aparat desa sudah 

melakukan pelayanan dengan tepat sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, 

walaupun masih ada warga masyarakat yang berhak menerima bantuan, tetapi belum 

diakomodir. Untuk itu, aparatur desa harus lebih teliti lagi, agar bantuan sosial 

memang tepat sasaran. Menurut Kasmir dalam Rukmana (2020:3) pelayanan dengan 

tepat artinya pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentunya akan memberikan 
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kepuasan kepada masyarakat bersangkutan, karena apa yang mereka terima 

merupakan tujuan dari pelayanan yang dibutuhkan. 

Selanjutnya, hasil penelitian tentang aspek kecermatan aparatur sebagai bentuk 

responsivitas aparatur menunjukkan bahwa aparatur desa sudah melakukan pelayanan 

dengan cermat, dimana aparatur desa selalu meminta kepada masyarakat untuk 

melihat atau membaca hasil kerja aparat terlebih dahulu sebelum disahkan, sehingga 

masyarakat tidak kembali lagi ke kantor desa untuk memperbaiki kalau ada kesalahan 

dalam pelayanan. Sutrisno (2019) mengatakan bahwa pelayanan dengan cermat ialah 

selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam melakukan memberikan pelayanan. 

Kesungguhan aparatur desa dalam memberikan pelayanan akan memberikan manfaat 

pada adanya ketelitian aparatur dalam bekerja. 

Dari aspek pelayanan yang tepat waktu menunjukkan bahwa aparatur desa 

sudah melakukan pelayanan dengan tepat waktu, namun tingkat kedisiplinan aparatur 

yang bertugas masih kurang maksimal. Pelayanan tepat waktu sangat berkaitan 

dengan pelaksanaan pelayanan yang diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. Untuk itu, agar pelayanan yang diberikan tepat waktu, maka transparansi 

pelayanan merupakan faktor utama yang harus diwujudkan, karena dengan adanya 

transparansi informasi pelayanan, masyarakat menjadi tau semua hal yang berkaitan 

dengan pelayanan yang akan mereka terima, seperti prosedurnya, tarif pelayanan 

kalau ada, dan lamanya pelayanan. Menurut Sutedi dalam Darpin, dkk (2021:1288) 

mengatakan bahwa prinsip transparansi dapat mewujudkan mekanisme untuk 

memastikan sistem keterbukaan dan standarisasi semua proses pelayanan publik.  
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Disisi lain, hasil penelitian tentang aparatur desa dalam merespon keluhan 

warga masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua keluhan masyarakat direspon 

oleh aparatur desa dan pemerintah desa, biasanya respon pemerintah desa dalam 

menerima keluhan hanya sampai menerima saran saja, dan tidak direalisasikan 

dengan tindakan nyata. Keluhan yang diberikan masyarakat merupakan bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial. Ketika 

masyarakat selaku penerima layanan menyampaikan keluhan, sebenarnya masyarakat 

masih memberikan kesempatan kepada organisasi pemberi layanan untuk 

memperbaiki kesalahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan 

oleh organisasi. Pemerintah Desa Tontulow Utara dalam menanggapi keluhan warga 

masyarakat berarti bahwa pemerintah desa telah beradaptasi dengan lingkungan 

eksternal organisasi, karena perubahan terus terjadi sehingga pemerintah desa harus 

terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tersebut. Sinambela (2018) 

mengatakan bahwa keterbukaan terkait informasi dan seberapa jauh interaksi 

komunikasi yang terjalin antara birokrasi dengan masyarakat pengguna jasa juga 

menggambarkan bahwa suatu organisasi pelayanan publik dapat menyesuaiakn diri 

dengan lingkungannya sehingga hal ini berdampak ada kinrja pelayanan itu sendiri 

Kondisi ini dapat tergambarkan dari penyampaian informasi yang jelas diberikan 

kepada masyarakat mulai dari prasyarat dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial. 

Hal ini sebagai upaya menghindarkan masyarakat dari rasa kebingungan dalam 

mendapatkan pelayanan penyaluran bantuan sosial. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

Responsivitas pemerintah desa dalam pelayanan penyaluran bantuan sosial 

masyarakat di Desa Tontulow Utara sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

penelitian terhadap enam aspek responsivitas, yakni aparatur desa sudah memiliki 

respon yang baik ketika warga masyarakat datang ke kantor desa untuk dilayani 

dengan menanyakan keperluan warga masyarakat tersebut. Aparat desa juga sudah 

melakukan pelayanan dengan cepat, baik dalam menjawab pertanyaan masyarakat 

dan memenuhi permintaan masyarakat, walaupun masih ada jenis pelayanan yang 

agak lambat direspon oleh aparat desa. Kemudian, aparatur desa sudah melakukan 

pelayanan dengan tepat sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, namun 

aparatur desa harus lebih teliti lagi dalam menentukan warga yang berhak menerima 

bantuan sosial. Selanjutnya, aparatur desa sudah melakukan pelayanan dengan 

cermat, artinya dalam pemberian pelayanan tidak terjadi kesalahan yang dapat 

merugikan warga masyarakat. Dan dari aspek pelayanan yang tepat waktu, aparatur 

desa sudah melakukan pelayanan dengan tepat waktu, namun tingkat kedisiplinan 

aparatur yang bertugas pada waktu masuk dan pulang kantor dan waktu kerja masih 
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kurang maksimal. Adapun, dari aspek merespon keluhan masyarakat, aparaturt desa 

dan pemerintah desa sudah menerima keluhan masyarakat, namun hanya dalam batas 

saran saja, dan masih belum diwujudkan dengan tindakan nyata.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan, dapat diberikan saran sebagai berikut. 

a. Pemerintah Desa Tontulow Utara sebaiknya lebih maksimal lagi dalam merespon 

keinginan dan kebutuhan warga masyarakatnya, terutama dalam memperbaiki 

daftar warga masyarakat penerima bantuan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengkonfirmasi ulang kepada setiap ketua rukun tetangga terkait masih ada warga 

yang belum didaftar sebagai penerima bantuan sosial, dan adanya warga 

masyarakat yang kurang memenuhi syarat tetapi masuk dalam daftar. 

b. Pemerintah Desa Tontulow Utara sebaiknya juga harus lebih maksimal lagi dalam 

menerapkan transparansi, berupa penyampaian informasi tentang bantuan sosial 

kepada masyarakat, seperti persyaratan dan prosedur pendataannya, sehingga 

semua warga dapat mengetahuinya, sehingga ketika penetapan daftar penerima 

bantuan sosial, warga dapat melakukan koreksi. Di samping itu, pemerintah desa 

sebaiknya memberntuk unit khusus di kantor desa yang bertugas untuk meresepon 

atau menerima semua aduan atau keluhan yang disampaikan oleh warga 

masyarakat terkait bantuan sosial. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Responden : 

1.Kepala Desa Tontulow 

2.Tokoh Masyarakat 

3.Masyarakat 3 oran 

Soal Wawancara Kepala Desa & Tokoh Masyarakat 

1. Apa yang dilakukan aparatur desa jika warga masyarakat datang ke kantor desa 

karena membutuhkan pelayanan? Mohon penjelasan 

2. Bagaimana cara petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat dalam 

menjawab pertanyaan dan memenuhi permintaan masyarakat? Mohon penjelasan 

3. Bagaimana cara petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat? Mohon 

penjelasan 

4. Bagaimana cara petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat? 

Mohon penjelasan. 

5. Bagaimana aparatur desa yang bertugas merespon dengan baik semua keluhan 

yang disampaikan oleh warga masyarakat? 

6. Apakaah aparatur desa menindaklanjuti kepada pimpinannya (kepala desa)? 

Bagaiman proses tindaklanjutnya! Mohon penjelasan 

 

Soal wawancara Masyarakat 3 orang 

1. Apakah aparatur desa menanyakan tentang pelayanan apa yang dibutuhkan 

masyarakat, jika bapak ibu datang ke kantor desa? Mohon penjelasan 

2. Apakah petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat dalam menjawab 

pertanyaan dan memenuhi permintaan masyarakat? Mohon penjelasan 

3. Apakah petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat sesuai dengan 

harapan dan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan 

atas pelayanan yang diterimanya? Mohon penjelasan 

4. Apakah petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat, artinya dalam 

pemberian pelayanan tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan warga 

masyarakat? Mohon penjelasan 

5. Apakah petugas/aparatur desa melakukan pelayanan dengan tepat waktu (tingkat 

kedisiplinan aparatur yang bertugas pada waktu masuk dan pulang kantor dan 

waktu kerja? Mohon penjelasan 

6. Apakah semua keluhan masyarakat direspon oleh petugas/aparatur desa dan 

kemudian menindaklanjuti kepada kepala desa? Mohon penjelasan. 

7. Apakah pemerintah desa menyediakan unit khusus yang diberi tugas untuk 

menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diterimanya? Mohon 

penjelasan. 
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Struktur Aparat Desa 
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Tempat Sampah 
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